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RINGKASAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Maksimal memberikan kontribusi yang signifikan dalam
meningkatkan penerimaan bagi daerah yang dicanangkan program pembangunan. Kebijakan
dan kesadaran pemerintah harus seimbang untuk mendapatkan hasil maksimal dari membebani
Bumi dan struktur. Penelitian yang tidak memihak ini mencoba untuk memastikan apakah wajib
pajak mengetahui atau mematuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta taktik apa yang
digunakan pemerintah atau otoritas pajak untuk meningkatkan pemungutan pajak. Fokus pada
metode pemanfaatan subyektif ini. Informasi tersebut didapat melalui perbincangan dengan dua
perwakilan dari Pemkab BAPENDA di Kota Batu. metode khas analisis informasi digunakan.
Menurut penelitian, teknik Pemda Batu Dalam untuk meningkatkan penilaian struktur dan bumi
efektif. Saat ini cukup baik dan ada beberapa cara untuk meredakan ketegangan, seperti ambil
bola, gebyar charge, dan cicilan parit terbuka ( OVO, Gopay , dan Tokopedia). Penilaian Bumi
dan Struktur harus mencakup beban perhatian. Bisa dibilang 80% orang masih setia.

Kata Kunci : Strategi, Kesadaran, Pajak Bumi dan Bangunan
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan daerah saat ini harus memberikan penekanan utama pada
pengembangan swasembada ekonomi. Khusus terkait pendanaan pembangunan daerah,
kemandirian dipermasalahkan. Tepatnya Perda Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bagaimana
penyelenggaraan pemerintahan harus mengakui sumber-sumber pendapatan daerah dalam
rangka menuntaskan desentralisasi. Setiap daerah memiliki tanggung jawab dan hak untuk
merencanakan dan menangani tugas administrasinya sendiri untuk meningkatkan produktivitas
dan keuntungan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang mengatur bahwa biaya dan pungutan koersif lainnya diatur, penetapan pajak merupakan
salah satu indikasi kenegaraan. Saat ini, salah satu sumber pendapatan negara yang paling
signifikan adalah pajak. Istilah " taxo " (bahasa Latin untuk "pengeluaran nyata™) mengacu pada
kewajiban warga negara kepada negara yang jatuh tempo oleh individu atau badan yang secara
paksa berdasarkan hukum dengan menahan pembayaran (Wikipedia). Sebagai bagian dari
komitmen otoritas publik terhadap keberhasilan masyarakat lokal, hal ini sangat penting dalam
upaya meningkatkan kehidupan publik. Oleh karena itu, manajemen yang efektif diperlukan
dalam administrasi dan pengumpulan manajemen . Dengan mengikuti tiga kerangka kerja,
khususnya Kerangka Evaluasi Otoritas, Kerangka Penilaian Diri, dan Kerangka Porsi
Tersimpan, kerangka pemilihan tanggung jawab selesai. Meskipun masing-masing dari ketiga
metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun ketiganya memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pemungutan pajak. Namun, Kerangka Evaluasi Diri adalah
salah satu yang paling sering digunakan. Kerangka kerja ini mulai digunakan bersamaan dengan
pemberlakuan Peraturan Tata Umum dan Tata Cara Tugas Nomor 6 Tahun 1983 yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. , adil, dan mudah dipahami oleh warga negara
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang bahwa warga negara diberdayakan
untuk melakukan, mengusahakan, dan membayar pengeluarannya sendiri (self appraisal). Di
bawah sistem ini, pajak seperti pajak penghasilan ( PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak
penjualan atas barang mewah ( PPnBM ), dan sebagian dari pajak bumi dan bangunan (PBB)
sering dipungut. Penggunaan Self Appraisal Framework dimaksudkan untuk meningkatkan
konsistensi warga saat membayar denda.

Perkembangan penyakit virus Corona yang menyebar begitu cepat hingga menyebabkan

kematian mengejutkan dunia menjelang akhir tahun 2019. Hampir di seluruh dunia terjadi



penurunan ekonomi, bisnis, spekulasi, dan pendapatan masyarakat akibat virus corona (
Suhendri et al., 2021). Salah satu kendala warga menyelesaikan tudingan adalah hal ini.
Kurangnya pengetahuan masyarakat atau wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan
tanggung jawab dan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan
hambatan penting lain untuk kepatuhan pajak, menurut Laksito (2014). Salah satu faktor
eksternal, lebih tepatnya sanksi pungutan, berdampak pada kemauan warga untuk mematuhi
pungutan. Penghindar pajak perlu dimintai pertanggungjawaban dalam beberapa cara. Menurut
Yusdinar (2015), penggunaan hukuman finansial sebagai teknik mengendalikan sekelompok
orang untuk mematuhi norma-norma tertentu masuk akal.

Agar pertumbuhan pendapatan retribusi tanah dan bangunan konsisten dari tahun ke
tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah dan bangunan harus diperbaiki.
Karena harga tanah dan bangunan dipandang penting untuk kemajuan kabupaten. Sebaliknya,
ketidaktahuan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan akan berdampak pada stabilitas
pemungutan pajak. Pemkot Batu menetapkan teknik yang luar biasa baru untuk membayar
retribusi daerah dan bangunan, lebih khusus membayar biaya daerah dan bangunan dari
pasokan sampah, mulai sekitar tahun 2019. Informasi ini diungkapkan oleh KOMINFO Kota
Batu. Warga hanya perlu mengumpulkan semua jenis sampah, menimbangnya di desa atau
kelurahan , lalu mengumpulkan bukti. Surat pelunasan pajak bumi dan bangunan diberikan
kepada wajib pajak setelah Bank Jatim menyerahkan dokumen yang bersangkutan. Cara ini
sungguh menggelitik dan sangat membantu warga, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Perlindungan iklim Kota Batu adalah manfaat lain dari metode pemasangan ini.

Dalam rangka memperkuat sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sangat dibutuhkan
dorongan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Salah satunya adalah pekerjaan yang
kini sedang dilakukan dalam Authority Appraisal Framework (OAA) yang merupakan bagian
dari kerangka pemilihan Bea Tanah dan Bangunan. Dalam kerangka bermacam-macam ini,
para ahli biaya memutuskan berapa banyak penilaian yang harus dibayar atau tagihan jatuh
tempo. Jati (2016) menegaskan bahwa fiskus aktif dalam Official Assessment System (OAA),
sedangkan wajib pajak pasif. Kalaupun ahli biaya sudah aktif, kesadaran warga masih lemah,
yang akan mengakibatkan turunnya konsistensi warga dalam membayar retribusi.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah diwakili oleh badan legislatifnya sendiri sesuai
dengan ketentuan undang-undang, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Provinsi. Menurut Helti (2010), desentralisasi dapat mendorong berbagai inisiatif
perbaikan yang dapat meningkatkan keadilan antar kelompok, memperluas hak-hak sipil, dan

mengubah karakter kehidupan masyarakat. Itu juga dapat mendorong sistem berbasis suara.



Pada periode ini terjadi peralihan besar-besaran dari pajak pusat ke daerah. Pemerintah Daerah
lebih siap untuk memahami ciri-ciri masyarakat, keadaan lingkungan, dan pendapatan
masyarakat karena lebih dekat dengan masyarakat daripada Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan
untuk memastikan bahwa sistem manajemen berjalan dengan lancar.

Diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektifitas dan
profitabilitas Bea Tanah dan Bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan Beban Bumi dan
Bangunan di Kota Batu. Ini termasuk mereka yang diberi wewenang untuk memungut pajak
tanah dan konstruksi serta pembayar pajak yang sebenarnya. Menurut Mardiasmo (2017),
efektivitas perusahaan dapat ditentukan oleh seberapa baik pencapaian tujuannya. Sebuah
organisasi telah bekerja secara efektif jika memenuhi tujuannya.

Pajak tidak dapat dihindari karena merupakan persyaratan hukum. Beberapa wajib
pajak, sebaliknya, memilih untuk menunda pembayaran pajaknya sampai mendapat surat
peringatan atau teguran dari otoritas pajak. Menunda kewajiban pembayaran akan memerlukan
persetujuan khusus, termasuk otorisasi hukum dan resmi. Warga negara yang tidak mematuhi
janji otoritatif diberikan otorisasi manajerial. Sebagai sanksi administrasi, wajib pajak
bertanggung jawab atas kerugian negara berupa denda, bunga, dan kenaikan. Peraturan Nomor
28 Tahun 2007 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983
tentang Pengaturan Umum dan Teknik Biaya mengatur perizinan ini. Sementara itu, orang yang
melanggar undang-undang yang berat, merugikan negara, dan berulang kali melakukan
pelanggaran tersebut diberikan otorisasi pidana. Menurut undang-undang, wajib pajak dapat
dikenakan pidana denda, kurungan, dan penahanan. Petugas pajak juga terkena akibat hukum
karena sanksi pidana ini juga berlaku bagi petugas pajak atau pihak lain yang tidak
menyampaikan SPT atau menerbitkan SPT wajib pajak yang memuat informasi palsu atau
keliru dan dilakukan berulang-ulang.

Konsistensi atau kepedulian sesama warga bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri,
melainkan hasil dari keakraban dengan lingkungan setempat dan tekadnya untuk menjunjung
tinggi kewajiban. Berbagai tantangan perpajakan yang terus berkembang saat ini menuntut
pihak pajak untuk memperbaiki prosedur pemungutan dan administrasi perpajakannya. Karena
masih banyak warga yang belum paham tentang iuran, cara membayarnya, atau pentingnya hal
tersebut, terkadang mereka tidak bertanggung jawab dan tiba-tiba tidak tertarik dengan
tanggung jawabnya sebagai warga negara. Penelitian lebih lanjut mengenai potensi ini
diperlukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi pajak
kepada masyarakat, dimana sistem pengetahuan masyarakat masih miring, serta teknik

pemungutan yang kurang efektif, menimbulkan permasalahan dalam pemungutan.



Mengingat hal tersebut di atas, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih
menimbulkan beberapa kesulitan bagi rencana peningkatan pendapatan dan kesadaran wajib
pajak. Strategi peningkatan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak harus terus
dikembangkan untuk menjamin tidak adanya tunggakan pajak dan penerimaan selalu
meningkat setiap tahunnya. Berkaitan dengan premis tersebut di atas, sebaiknya ahli mengkaji
lebih lanjut masalah ini dengan mengangkat judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Batu”.
1.2 Fokus Penelitian

Pusat eksplorasi adalah pusat yang diperoleh analis melalui pengalaman atau melalui
pengetahuan yang diperoleh melalui studi penulisan logis ( Moleong , 2014). Untuk
memastikan bahwa temuan penelitian lebih terkoordinasi dan efektif, pusat pemeriksaan adalah
diagram persepsi dalam ulasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana
pengetahuan tentang masalah pajak saat ini inovatif. 207 Sugiyono , 2017 Signifikansi, urgensi,
dan keterandalan isu merupakan determinan yang lebih penting dari kendala penelitian

kualitatif. Bidang penelitian berikut dicakup oleh penelitian ini:

1. Strategi dalam meningkatkan penerimaan
2. Kesadaran atau kepatuhan wajib pajak
3. Pajak Bumi dan Bangunan

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan topik di atas, isu-isu berikut dapat dibentuk sebagai bagian dari penelitian ini:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dinaikkan oleh pemerintah atau
petugas pajak?
2. Sejauh mana Wajib Pajak mengetahui dan/atau patuh membayar Pajak Bumi dan

Bangunan?
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan oleh
pemerintah atau penilai pajak untuk meningkatkan penerimaan Bea Daerah dan Bangunan serta
untuk mengetahui kesadaran dan konsistensi masyarakat terhadap pembayaran Bea Daerah dan

Bangunan.



1.5 Manfaat Penelitian
Berikut manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
a) Diharapkan untuk menawarkan pengetahuan dan literatur yang dapat menjadi
sumber untuk studi di masa depan.
b) Diperkirakan bahwa hal itu akan membantu pengembangan taktik atau teknik
pengumpulan pajak oleh pemerintah atau petugas pajak.
c) Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu wajib pajak dalam memahami nilai
membayar pajak.
2. Manfaat Akademis
Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai koleksi perpustakaan, sumber ujian, atau
sumber referensi untuk semua siswa yang akan melakukan penelitian tentang topik
terkait.
3. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki potensi untuk membantu membebani otoritas
agar pendekatan dan kerangka kerja seleksi terasa lebih baik. Agar Wajib Pajak sadar
dan memahami pentingnya membayar pajak, pendekatan pemungutan pajak harus
ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti
pendapatan wajib pajak, tantangan yang dihadirkan oleh lingkungan mereka, dan

kurangnya pemahaman.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Analisis semacam ini adalah studi subyektif yang mencerahkan. Menurut Mukhtar
(2013:10), strategi pemeriksaan jernih subyektif adalah cara yang digunakan para ahli untuk
mencari informasi atau gagasan penelitian pada suatu periode tertentu . menggunakan teknik
ekspresif subjektif untuk mempelajari kebijakan dan sistem apa yang dimiliki otoritas publik
atau pejabat jaga di Kota Batu untuk mengumpulkan biaya bangunan dan biaya tanah. Jadi,
untuk memberikan informasi tegas yang mencerminkan secara akurat, digunakan proses

subyektif.
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